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Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dan
Kecil perlu dilakukan pendampingan secara terintegrasi
hulu hilir, lintas Kedeputian dan Kementerian/Lembaga
instansi terkait, yang berbasis potensi sumber daya lokal
dan berorientasi pasar;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang

Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3502);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008



2016, No.181

Menetapkan :

Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5404);

5. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang
Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);

6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 106);

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1555).

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH TENTANG PENDAMPINGAN KOPERASI DAN
USAHA MIKRO DAN KECIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
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1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang
seorang atau badan hukum  Koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi
sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas
asas kekeluargaan.

2. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK
adalah unit usaha sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah.

3. Pendampingan adalah proses peningkatan produktivitas
dan daya saing Koperasi dan UMK melalui bimbingan,
konsultasi dan advokasi yang dilakukan oleh Lembaga
Pendamping dan atau Tenaga Pendamping Perorangan.

4. Pendamping koperasi dan UM K adalah orang dan atau
Lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi
pendampingan Koperasi dan UMK.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah wunsur pembantu Gubernur,
dan/atau Bupati/Walikota dalam bentuk SKPD yang
menyelenggarakan urusan Usaha Mikro dan Kecil di
Provinsi/D.I dan/atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan
oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.

6. Deputi adalah unit-unit Eselon I yang menyelenggarakan
Program di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah.

7. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah.

BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
Tujuan Peraturan Menteri ini adalah sebagai upaya untuk
meningkatkan efektivitas pendampingan dalam rangka

pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil.



